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PENDAHULUAN

& Latar Belakang Masalah
\enurut Socrjono Soekanto

Hampir setiap hati manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya,
mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk
apapun yvang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu
kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, kalau, warga
masvarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-
peraturan mengenai lalu-lintas maupun angkutan jalan raya. Supaya jalan raya
schagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi,
maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai kelertiban maupun
keamanan atau kesclamalannya.

Sekarang ini media transportasi dan prasarananya telah sangat berkembang.
sk menuju suatu daerah, sekarang ini bukanlah hal yang sulit bagi kita. Kita
cubup mengakses jalan yang telah tersedia. Untuk mewujudkan keamanan saat
senalanan, dibuatlzh suatu peraturan hukum dan suatu tanda yang harus dipatuhi
yang sering disebut rambu-rambu lalu lintas, Akan tetapi, walaupun telah dibuat
wsstu hukum kendaraan dan aturan sedemikian rupa masih banyak saja terjadi

pelanggaran di jalan raya.

Negara Republik Indonesia adalah salah satu Negara vang sedang

Serkembang tidak jauh beda halnya Negara-negara scdang berkembang lainnya,

* Sperjono Soekanto, Inventarisasi dar Analisa terhadap Perundang-lindangon Lalu-Lintas,
Szgwali, lakarta, 1984, hal. 1.



perkembangan jumlah penduduk dapat menitfibulkan pengguna lalu lintas semakin
meningkat. hal ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi
modern. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan lalu lintas terscbut dapat
membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat baik secara
iangsung maupun tdak langsung, Semakin padatnya angkulan umum, kemacetan lalu
lintas, pengguna jalan vang tidak taat pada aturan, parkir kendaraan sembarangan
merupakan pandangan sehari-hari dijalan raya. Oleh karena itu dengan adanya
perkembangan laju teknologi modern yang diikuti laju pertambahan penduduk vang
Kian pesal maka hal im dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan diberbagai

midang. Salah satunya adalah bidang lalu lintas.

Menurut Ramdion Naning :

Perkembangan lalu lintas modemn disatu pihak akan memberikan kemudahan-
kemudahan masyarakat pemakai jalan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan
schari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupan dan lain-lain, namun
dipihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan vang semakin
kompleks antara lain peningkatan pelangparan-pelanggaran, kecelakaan,
kemacetan lalu lintas dan tindak kriminalitas vang berkaitan dengan lalu
lintas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa permasalahan lalu lintas jalan
raya terus berkembuang. Permasalahan-permasalahan  yang muncul tidak
hanys menyangkut satu scgi saja, tetapi dalam hal ini juga membawa
pengaruh terhadap scgi sosial, segi ekonomis.?

Pada dasarnya pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah lalu
lintas terscbut tidak hanya Kepolisian saja, akan tetapi juga pihak-pihak lain,

misalnva masvarakat.

! Ramdlan Maning, Kesadoron Mosyorakat dan Disiplin Peneguk Hukurn Dalam Lolu-Lintas,
Bina llmu, Surabaya, 1993, hal. 11 .



Menurut Satjipto Rahardjo :

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan mefibatkan
juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya,
artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-
kehendak yang lercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan
kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang,
memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan ]:ude.n.s terhadap
seseorany vang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.’

Mengenai penegakan hukum, hukum mengatur masyarakat sccara teratur /
satwt dan bermanfaat dengan menetapkan apa vang diharuskan ataupun yang
& =olebkan dan sebaliknya. Dengan demikian dapat digaris bawahi antara apa yang
ok um dan apa yang melawan hukum, Hukum dapat mengkualifikasikannya sebagai
—wlswan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak dipermasalahkan dan
wduk perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan
sehum Bahkan vang diperhatikan dan digarap olch hukum adalah perbuatan
melewan hukum yang mungkin terjadi. Perhatian dan pengharapan perbuatan itulah

vane merupakan penegakan hukum.

Kepolisian sebenarnya memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas tidak
sava sebagai alal keamanan masyarakat saja melainkan juga scbagai pelayanan
sssvarakal. Secara yuridis tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI) telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan

serundang-undangan. Arghan yuridis sebagaimana lermuat dalam Pasal 30 Ayat (4)

' Satjipto Rahardjo, Penegakon Hukum Suotu Tinjouan Sosivlogis, Genta Publishing, 2003,
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LD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa “Kepolisian Negara Republik
‘sdomesia sebagai alat negarn yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi,
mesgzyomi, melavani masyarakat, serta menegakkan hukum®.* Arahan yuridis tentang
sersn Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang demikian itu, kemudian
& sbarkan lebih lanjut dalam ULl No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Sesublik Indonesia (POLRI), terutama dalam Pasal 5. Pasal 13 dan Pasal 14,

Pasal S menyatakan bahwa :

‘1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2} Kepolisian Negara Republik Indenesia adalah Kepolisian Nasional yang
merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

) Pasal 13 menyatakan bahwa
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakal;
b) menegakkan hukum: dan
¢} memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelavanan kepada
masyarakat,
) Pasal 14 menyatakan bahwa ;

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroh
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b) menyelengoarakan sepala kegiatan dalam menjamin  keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

¢) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan:

d) turul serta dalam pembinaan hukum nasional;

¢) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

. Undang-Undang Dasar 1945, Srikandi, 2006, hal 26.



) melakukun koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawal negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

2) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap scmua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

h) menyelenggarakan identilikasi kepolisian, kedokicran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan
tugas kepolisian;

1) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dan gangguan keteriiban dan/atau bencana rermasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tingai hak
asasi manusia

1) melayani kepentingan warga masvarakat untuk sementara sebelum
ditangani cleh instansi dan/atau pihak yang berwenang:

¥) membenkan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 1. melaksanakan
tugas lain scsuai dengan peraturan perundang-undangan,

20 Tata cara pelaksanaan ketentuan sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf £

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.’

Selaku pengayomun, peranan Kepolisian perlu dikembangkan melalului
pemantapan kewenangan umum, schingga upaya perlindungan dan  pelayanan
Serfiadap masyarakal dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Serta pelaksanaan
Seges kepolisian dalam mengatur lalu lintas di jalan, pembinaan di bidang lalu lintas
saien yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas

& tejukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kemacetan lalu lintas.

Dalam hubungan ini maka dalam rangka menegakkan peraturan lalu lintas di
jaiem hendaknya disesnaikan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009
ang

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu,

* hittps//wwiw.kpu.go.id/dmdocuments/ULI%20KEPOLISIAN. pdf, 17 Novernber 2010, hal 3-5
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P Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

2) Terwujudnyn pelayanan Lalu Lintas dan Angkutun Jalan yang aman, selamat,
tertib, lancer dan terpadu dengan moda anglutan fain uniuk mendorong
perckonomian  nasional, mewujudkan kesejahleraan umuim, mﬂmpﬂ!‘.'ﬂl[ﬂ.l]]
persatuan  dan kesanmn bangsa, serta mampu menunjang tinggi martabat

1 IHIIBSE 1
5) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;dan
<) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, *

Ofeh karena itu, kesadaran hukum berlalu lintas perlu ditegakkan sehingga
wmcpes kedisiplinan dan ketaatan berlalu lintas. Unluk mendapatkan hasil yang
sl terhadap tugas-tugasnya, scseorang polisi lalu lintas melaksanakan kegiatan
pemegskan hukum lalu lintas, yaitu pengaturan lalu lintas, pengawasan lalu lintas,
pempewalan lalu lintas, patroli lalu lintas, menindak tegas terhadap pelangearan lalu

e dan penyelidikan terhadap kecelakaan latu lintas,

Dalam penelitian ini, tidak semua pelanggaran lalu lintas yang ada dalam
Lmedeee-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan
seto. metainkan hanya beberapa pelanggaran peraturan lalu lintas tertentu yang ada
smghot pauinya dengan pengendara kendaraan bermotor dan pengendara mobil.
Pelaneeacan tersebul:

© Tidak dapat menunjukan Surat ljin Mengemudi (SIM).
0 Tidak dapat menunjukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
& Kelengkapan kendaraan bermotor dan kendaraan mobil vang tidak memenuhi

svarat

* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 200 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Visimedia,
o, 2009, hal, 18,




& Todak tast rambu-rambu lalu lintas yang ada.
Mclakukan segala tindakan yang membahayakan keselamatan dirinva sendini

smsupun orang lain.

Dalam kaitannya beretika lalu lintas yang baik, Islam mengajarkan seseorang

memiliki Akhlak vang baik, akhlak adaluh salah satu dari tiga elemen dasar
lslam - akidah. syariah, dan akhlak. Akidah menpurusi masalah keyakinan,
mengurusi masalah hukum dan peribadatan, sedangkan akhlak mengurusi
moral dan perilaku. Ketiga elemen dasar tadi bersifat saling menguatkan dan
. tetapl elemen yang sering menjadi tolok ukur dan pembanding dengan
len jusinu clemen akhlak ini. Maka tidak salah kalau Rasulullah pernah
s

© Sesungguhnya oku dibunghithan (dintes sebagai Rasul), adalah untuk
esempnrnakan kemuliaan akhlak .

Salsh satu contoh akhlak adalah perilaku disiplin, pengertian disipilin dan
Sokum  lalu lintas. yang dimaksud disiplin adalah kepatuhan untuk
memetormati dan melaksanakan suatu system yang mengharuskan orang untuk
Semiek kepada keputusan, perintah dan peraturan vang berlaku. Dengan kata lain,
’ adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa
disiphin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat vang
dalsm memcegang prinsip, tekun dalam usaha, pantang mundur dalam
dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh dari sifat putus asa,

" www bahrululum.com/akhlak doc, 22 November 2010, {23.11)




Serte Kita sadari bahwa betapa pentingnva disiplin dan betapa besar pengaruh
Sediiplinan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan masyarakat
“wsspen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.®

Dalam ajaran, Islam banyak ayat Al Qur'an dan Hadist, yang memerintahkan
siptin dalam arti Ketaatan pada peraturan yang lelah ditetapkan, antara lain surat An

Nisa ayat 59,

cg;ihys'igjt,wjtiﬂhijwlt@ii AR R
el s allly (0 ghash 1 ) (J g lIp Al ) HJJJ!}‘.'““E'"FJ&
{59} Ssli (paly Ja dly 2%

S Hal orang-orang Yang berinan, taatifal Allai dan wetilah Rasad (Nva), dan ulil
e & antara kamie Kenosdion fika ke berlainan pendapat tentang sesuati, maka
Semialiantah ia kepada Allah (A Quran) dan Rasul (sunnatnya), jika kamw benar-benar
Semen kepada Altah dan hari kennedian. Yang demikian itu febih wiama (hagimu) dan lebih

Sk akibarnya. (An Nisa 59)

Dalam kaitanya dengan disiplin lalu lintas, disiplin berlalu lintas adalah sikap,
Smekah Jaku serta perbuatan seseorang  atau masyarakat dalam mematuhi dan

mestaat peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku.
Pengaruh disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah besar. Artinya,
sealin tinggi disiplin masyarakat maka akan semakin mendukung pula terciptanya

susts kondisi lalu lintas yang nyaman, aman, cepat, lancar, teratur, dan efisien

.hﬁp.'.l'.-"mlangkhnma&biﬂg.hlumcanfﬂﬂﬂﬂfﬂ}idiﬁplin-lnmm'ul-iﬁlm-ulr.'h-h-
et Sami, 72 November 2010. {22:49).



wehisess terjamin terselenggaranya kegairahan masyarakat menuju terwujudnya
Weseahteraan vang dicita-citakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat disiplin
mesvarakat, maka akan berdampak pada kondisi lalu lintas yang tidak aman, tidak
W dan ketidak nyamanan saal berkendara sehingga hanya akan membawa
sesmasalahan bidang lalu lintas yang dapat berakibat pada timbulnya kemacetan,
e amecaran bahkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Di kota Pangkalan Bun sendiri kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin
Sesalu lintas sangat kurang schingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran lalu
Sesas vang terjadi. Sikap mental dan perilaku pengemudi yang tidak tertib, kurang
swemoerhatikan keselamatan dirinya dan orang lain sesama pemakai jalan dan
sescemudikan kendaraannya dengan sembarangan berdampak terhadap rasa tidak
wmen dan nyaman saal berkendara. Meski pihak kepolisan sendiri telah berupaya
swelakukan tindakan-tindakan prefentif dan represif, misalnya pihak Kepolisan
‘memasang plang yang berisikan peraturan-peraturan lalu lintas, jenis pelanggaran lalu
Smtes serta sanksi apa vang dapat di kenakan bagi pelaku lalu lintas, telapi tetap saja

ks pelanggaran lalu lintas masih saja cukup tinggi.

Berdasarkan uraian [atar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk
swscadakan penelitian dengan judul : * TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PANGKALAN BUN WILAYAH

KM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ™.



- Peremusan Masalah
Herdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas dan agar penulisan ini
et jelas dan terarah maka penulis merumuskan beberapa pokok masaluh sebagai

i -

» Fakwr-fakior pelanggaran lalu lintas dan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas
ssgkutan jalan yang terjadi di kota Pangkalan Dun wilayah hukum Polres
Kowmwaringin Barat?

* Bagaimana tindakan Polisi lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas dan
sambatan [ kendala vang dihadapi Polisi dalam menangani pelanggaran lalu
Limas di kota Pangkalan Bun wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat?

Tajuan Penelitian
7 wwen utama yang ingin dicapai dalam penelfitian ini adalah sebagai berikut:

» Unmuk mengetahui faktor-faktor pelanggaran lalu lintas dan bentuk-bentuk
pelangearan lalu lintas angkutan jalan yang teradi di kota Pangkalan Bun
wilayah hukum Polres Kotawaringin Baral.

= Untuk megetahui Bagaimana tindakan Polisi lalu lintas terhadap pelanggaran lalu
lintas dan hambatan [/ kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani
pelanggaran falu lintas di kota Pangkalan Bun wilayah hukum Polres

Kotawaringin Barat.
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M egunaan Penelitian
Adspun Kegunaan dari penelitian ini adalah :
1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu
pengetahuan hukum dan penegakan hukum pada umumnya seria bidang hukum
pidana pada khususnya, terutama dalam hal masalah social yang berkaitan dengan
upaya masyarakal dalam tertib hukum lalu lintas,

2 Kegunaan Praktis
= Hasil penelitian ini semoga dapat berpuna untuk masukan kepada pengamat
dan praktisi hukum tentang peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan
penegukan hukum.
5 Schagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNISSULA
Semarang.
Merangka Pemikiran
| Sgiarah Peraturan Lalu Lintas
Menurul Wirjono Prodjodikoro :

Peraturan tentang lalu lintas pada zaman belanda telah diatur dengan
Fociwielreglement ( 181910 No. 4465 ) dan Motoreglement ( 1.5.1917 No. 73 )
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Seduwsnva telah dicabut dengan Statblad 1933 No. 36 Jo 249 yang kemudian
Srubah lagi menjadi [TU No. 7 Tahun 1951 vang merupakan peraturan perundang-
wsdangan dibidang jalan raya pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik
i

Namun pada tahun 1965, UL No. 7 Tahun 1951 dicabut dan dinyatakan
Sulak berlaku dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas
Sa= Angkutan Jalan Raya, yang diundangkannya dalam Lembaran Negara No. 25
sermnggal 1 April 1965. UU No. 3 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak
“tn 1993 dengan diundangkannya UL No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas
&= Angkutan Jalan dalam Lembaga Negara No. 49 Tahun 1992, sejak di
wedsngkannva UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
\ embaran Negara No. 96 Tahun 2009, UU No. 14 Tahun 1992 dinyatakan tidak
Beriaku lagi.
Pesgertian Lalu Lintas

Menurut Pasal | angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa :

% 2t | imtas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”

. Pefangearan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang

Sesentangan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan lalu lintas

" Wirjono Prodjodikoro, lindak-Tindak Pidona tertentu DF indonesia, Eresco,
$980, hal. 265.
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\whasaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

1 _i=tas atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Penelitia

1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendckatan
swridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan vang bertujuan
ek memperjelas keadaan vang sesungguhnya dimasyarakat terhadap masalah
wame diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah
whservasi mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas D Kota
Pumckalan Bun Wilayah Hukum Polisi Resort Kotawaringin Barat,

Metode pengumpulan Data

Data vang digunakan adalah data primer dan sekunder. Yang dimaksud

dengan data primer dan sekunder adalah ;

1) Data Primer.
a. Observasi
Yaitu dengan menpadakan penelitian sccara langsung pada obyek vang
diteliti di Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat.
b Wawancara (inlerview)
vaitu suatu cara untuk pengumpulan data dengan tanya jawab langsung

vang mengarah pada masalah yang diteliti. Metode ini sangat diperlukan

13



untuk mendapatkan data langsung dari nara sumber yang tentunya akan
lebih dipercaya.
2) Data Sekunder.
Studi Kepustakaan (Library Reseach)
vaitu suatu cara untuk pengumpulan data secara tidak langsung vaitu dengan
mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur atau buku-buku yang
berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
3 Speifikasi Penelitian
Penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap pelanggaran lalu lintas di
Polres  Kotawaringin - Barat  merupakan  penelitian  diskriptif viilu
menggambarkan peraturan perundang - undangan vang berlaku dan dikaitkan
dengan teori-leori hukum dan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan di
atas.
4 Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian untuk penehnan ini adalah di wilayah Kepolisan Resor

Kabupaten Kotawaringin Barat.
5  Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
metode kwalitatil. Analisa kuantitatif ini dilakukan setalah data terkumpul dan
‘engkap, dipilih, dan disusun secara sistematis dianalisa dengan menggunakan
landasan teori yang adu. sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan,
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TIKA PENULISAN

Dlam sistematika penulisan skripsi ini terdini dari empat bab yang akan di

w dalam sub- sub, dengan urutan schagai berikut :
: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah,
Perumusan Musalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penclitian.
: Tinjauan Pustaka

Dalam linjauun pustaka ini berisi tentang Pengertian Lalu Lintas,
Pengertian Pelanggaran, Pelanggaran Lalu Lintas dan Akibatnya,
Tugas Polisi Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya

Menurut Islam.

: Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang faktor-faktor pelanggaran lalu lintas dan
bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas angkutan jalan yang terjadi di
kota Pangkalan Bun wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat, serta
tindakan Polisi lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas dan
hambatan / kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani
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pelanggaran lalu lintas di kota Pangkalan Bun wilayah hulkum Polres

Kotawaringin Barat.
: Penutup

Bab tcrakhir dari skripsi ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran-
Saran.
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